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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 

6 ayat (5), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 11 ayat (5),   Pasal 13 

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 15 

ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), 

Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 

ayat (4) dan ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 

32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (7), Pasal 

37 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat 

(2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), dan 

Pasal 47 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 

tentang Perbenihan Tanaman, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
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Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3482);  

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);  

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang 

Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3616);  
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas 

Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4376); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang 

Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4498); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5798); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 
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13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan 

Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN 

TANAMAN HUTAN. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Benih Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Benih 

adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji, 

serbuk sari) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk 

memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman 

hutan. 

2. Bibit Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Bibit 

adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara 

generatif atau secara vegetatif.  

3. Sumber Benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan 

hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola guna 

memproduksi Benih berkualitas. 

4. Tegakan Benih Teridentifikasi yang selanjutnya disingkat 

TBT adalah Sumber Benih dengan kualitas tegakan rata-

rata atau memenuhi standar produktivitas, yang 
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ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan 

lokasinya teridentifikasi dengan tepat. 

5. Tegakan Benih Terseleksi yang selanjutnya disingkat 

TBS adalah Sumber Benih yang berasal dari TBT dengan 

kualitas tegakan di atas rata-rata atau memenuhi 

standar produktivitas.  

6. Areal Produksi Benih yang selanjutnya disingkat APB 

adalah Sumber Benih yang dibangun khusus atau 

berasal dari TBT atau TBS yang ditingkatkan kualitasnya 

melalui penebangan pohon-pohon yang fenotipanya tidak 

bagus atau memenuhi standar produktivitas.  

7. Tegakan Benih Provenan yang selanjutnya disingkat TBP 

adalah Sumber Benih yang dibangun dari Benih yang 

provenannya telah teruji atau memenuhi standar 

produktivitas.  

8. Kebun Benih Semai yang selanjutnya disingkat KBS 

adalah Sumber Benih yang dibangun dari bahan 

generatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan 

yang diberi perlakukan penjarangan berdasarkan hasil 

uji keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji) 

atau memenuhi standar produktivitas. 

9. Kebun Benih Klon yang selanjutnya disingkat KBK 

adalah Sumber Benih yang dibangun dari bahan 

vegetatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang 

diberi perlakukan penjarangan berdasarkan hasil uji 

keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji) 

atau memenuhi standar produktivitas. 

10. Kebun Pangkas yang selanjutnya disingkat KP adalah 

Sumber Benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang 

berasal dari klon unggul berdasarkan hasil uji klon 

untuk memproduksi materi vegetatif atau memenuhi 

standar produktivitas. 

11. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang 

terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan 

merupakan sumber sifat keturunan yang dapat 

dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk 

menciptakan jenis unggul dan varietas baru. 
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